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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Pasal 47 Ayat 3 Poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara, 

tidak dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi penyimpangan 

terhadap Pasal 47 ayat (3) poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darerah bahwa nama pengenal usaha / 

profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang 

seharusnya tidak  termasuk dalam objek Pajak Reklame, namun dimasukkan 

menjadi objek Pajak Relame walaupun dalam Peraturan Daerah Nomor 87 

Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, tidak ternasuk sebagai objek Pajak 

Reklame. 

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan Pajak Reklame yaitu meliputi : meningkatkan kemampuan 

sumber daya aparatur sebagai pengelola pajak daerah agar menjadi aparat 

yang profesional, melakukan penataan serta menerapkan sistim dan prosedur 

(SISDUR) administrasi pendapatan daerah yang modern dengan sebutan 

Sistim Informasi Management Pedapatan Daerah (SIMPATDA), melakukan 
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sosialisasi kepada masyarakat / wajib pajak, guna memberikan pemahaman 

bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban pada daerah, sebagai 

sumber dana untuk memberantas kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara 

serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak wajib pajak, melaksanakan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Reklame, melakukan 

pengawasan internal (Preventif Control). Akan tetapi belum ada transparansi 

dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2010 

Tentang Pajak Reklame, yaitu menyangkut yang dikecualikan dari objek 

Pajak Reklame. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan : 

1. Kiranya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara patuh terhadap Pasal 47 ayat 

(3) poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, dan melakukan pemungutan Pajak Reklame berdasarkan 

Undang-Undang yang berlaku agar tidak terkesan adanya penyimpangan 

hukum terhadap pemungutan Pajak Reklame. 

2. Bagi masyarakat yang usahanya dikecualikan dari objek Pajak Reklame tetapi 

dikenakan Pajak Reklame karena sebagai syarat untuk memperoleh Surat Izin 

Tempat Usaha dan atau untuk memperoleh kredit dari Bank agar Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo Utara mengganti dengan Surat Keterangan yang 
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menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai usaha dan belum termasuk 

Wajib Pajak Reklame. 

3. Untuk menutupi berkurangnya penerimaan Pajak Reklame sebagai akibat dari 

Pasal 47 ayat (3) poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat 

ditutupi dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang baru dan menaikkan tarif Pajak Daerah lainnya serta retribusi yang 

dianggap potensil serta membangun infrastruktur yang menunjang 

penerimaan Retribusi Daerah. 

4. Berhubung masih kurangnya personil di Bidang Pendapatan DPPKAD 

Kabupaten Gorontalo Utara yang mengelola Pendapatan Daerah agar 

Pemerintah Daerah dapat menambah personil sehingga pelaksanaan 

SIMPATDA dapat berjalan dengan lancar atau efektif serta mempercepat 

pelayanan kepada masyarakat. 

5. Untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola Pendapatan Daerah yang 

profesional jangan hanya melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang 

menyangkut teknis pengelolaan, akan tetapi dibarengi dengan pemberian 

pemahaman menyangkut Peraturan dan Perundang-undangan Pajak Daerah. 
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